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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kedudukan anak dalam hukum dibagi kedalam dua bagian yaitu anak yang 

sah dan anak tak sah (anak luar kawin
1
). Anak yang sah telah di definisikan dalam 

KHI pasal 99 yang berbunyi:  

Anak yang sah adalah
2
 : 

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah. 

2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan 

oleh istri tersebut. 

Menurut KUH Perdata pasal 250 bagian kesatu tentang anak-anak sah adalah 

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, 

memperoleh si suami sebagai bapaknya
3
”.  

Anak tak sah (luar kawin) dalam konsepsi Islam menurut Jumny Nelly 

dibagi menjadi dua kategori antara lain
4
: 

                                                             
1 Istilah anak luar kawin terdapat pada KUH Perdata pasal 280, 281, 282. Sedangkan dalam KHI 

menggunakan istilah anak yang lahir diluar perkawinan, terdapat di pasal 100. 
2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen 

Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001). 
3 R Subekti, dkk, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 

hlm: 53. 
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1. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan 

dalam pernikahan yang sah. 

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, anak yang lahir setelah enam 

bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada 

bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu 

dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut 

Imam Abu Hanifah, bahwa anak diluar kawin itu tetap dinasabkan 

kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini 

disebabkan karena terjadinya beda pandangan dalam mengartikan 

lafadz firasy, dalam hadits Nabi SAW: “Anak itu bagai pemilik tilam 

dan bagi pezina adalah hukum rajam”. Mayoritas ulama mengartikan 

lafadz firasy menunjukkan kepada perempuan, yang diambil ibarat dari 

tingkah iftirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang 

mengartikan kepada laki-laki (bapak). 

2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah. 

Status anak  diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan 

statusnya dengan anak zina dan anak li’an, oleh karena itu maka 

mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a) Tidak ada hubungan 

nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak 

itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang 

                                                                                                                                                                       
4 D.Y. Witoko, SH, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarnya 

Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, (2012), hlm : 79-80. Dalam jurnal Noor Arini 

Haq, Rosikhoh Umdatul Ulya, Analisis Mengenai Nasab dan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan 

Bawah Tangan (anak luar kawin) Menurut Hukum Islam, (Universitas Sebelas Maret). 
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timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b) Tidak ada 

saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan 

salah satu penyebab kewarisan. (c) Bapak tidak dapat menjadi wali 

bagi anak diluar kawin. Apabila anak diluar kawin itu kebetulan 

seorang perempuan yang sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia 

tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. 

Anak tak sah dalam KUH Perdata pasal 255 “Anak, yang dilahirkan 

tigaratus hari setelah perkawinan dibubarkan adalah tak sah. Apabila bapak dan 

ibu seorang anak, yang dilahirkan, satu sama lain melakukan perkawinan ulang, 

maka tiadalah lain jalan oleh si anak dapat ditempuh guna memperoleh 

kedudukan selaku anak yang sah, melainkan dengan jalan menurut ketentuan-

ketentuan dalam bagian kedua bab ini”.
5
 Sedangkan anak tak sah menurut KHI 

adalah selain yang disebutkan dalam pasal 99. 

Pengertian nasab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

keturunan (terutama dari bapak); pertalian keluarga.
6
 Secara etimologis, kata 

nasab berasal dari bahasa Arab “al-nasab” yang artinya “keturunan,kerabat”.
7
 

Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah 

sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah 

nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena 

                                                             
5 R Subekti, dkk, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 

hlm: 54. 
6 S Wojow Asito, Kamus Bahasa Indonesia, (Malang: CV Pengarang, 1972), hlm: 258. 
7  Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: 

Pustaka Proogressif, 1997), hlm: 1411. 
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hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) kebawah (anak, cucu 

dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan sebagainya).
8
 

Kedudukan Hukum keturunan (nasab) seseorang memiliki kedudukan 

sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat muslim adalah 

dijadikannya aspek keturunan seseorang sebagai salah satu faktor penentu dalam 

menentukan kesepadanan (kuffu) antara calon mempelai pria dan wanita dalam 

Hukum Perkawinan Islam. Terdapat empat aspek yang dapat dipertimbangkan 

dalam menentukan kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita, yaitu; (1) 

harta, (2) keturunan, (3) kecantikan, dan (4) agama. Hal itu sesuai dengan sabda 

Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.9 

ا هَاىََٔىٔ عِبَسِأَىٔ ةُأَشََِاىْ حُنَِْ: حُاهَقَ ًَُّٔ صيى الله عئٍ وسيٌ أَبِاىْٓ ِِعَ ُِْٔعَ الُله ًَضٔة سَشٌَِشَُٕ ًِبِأَ ِِعَ
 )سوآ اىبخاسي(.  كَذٌََ جِبَشِحَ ٌِِِاىذِّ اثٔزَبِ شِفَاظْا فَهٌَِِْذٔىٔا وَهَابِسَحَىٔوَ اهَاىََٔجَىٔوَ

“Dari Abu Hurairah r,a, dari Nabi SAW. beliau bersabda: perempuan itu 

dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena kedudukannya, karena 

kecantikannya dan karena agamanya. Lalu pilihlah perempuan yang beragama, 

niscaya kamu beruntung “.
10

  

Firman tegas dari Allah SWT untuk memelihara keturunan dengan jalan 

pernikahan telah dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-Ruum: 21 

                                                             
8 B Setiawan, Ensiklopedi Indonesia Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm: 2337. 
9 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Mesir: Dar al-Fikr, 1981), 

Jilid VI,  hlm : 123. 
10 Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Ringkasan Shahih al-Buikhar,  (Bandung: Mizan, 2006), 

hlm : 786. 
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ِِ أَ ٍٔ  ٌِ ُْ خَيَقَ ىَنُ ٔٔ أَ ِِ آٌَاحٔ ٍٔ ًِ وَ َّ فٔ ََتً إِ ٍَىَدٖةً وَسَحِ  ٌِ ٌِ أَصِوَاجّا ىٔخَسِنُُْىِآ إِىٍَِهَا وَجَعَوَ بٍََِْنُ ِّفُسِنُ

َُ ًِ ٌَخَفَنَّشُوِ   رَىٔلَ ٌََاثٕ ىٔقَىِ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya dan dijadikannya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang 

demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”
11

 

Konsep untuk melindungi keturunan dalam agama Islam melalui jalur 

perkawinan juga sejalan dengan undang-undang yang ada di Indonesia baik yang 

ada dalam KUH Perdata pasal 26 “undang-undang memandang soal perkawinan 

hanya dalam hubungan-hubungannya perdata”
12

. Perkawinan juga dibahas lebih 

gamblang dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi 

semua warga negara Indonesia. Bagi warga negara yang beragama Islam juga 

berlaku aturan perkawinan khusus yang tertuang dalam KHI. 

 Sadd al-dzariah terdiri dari dua kata yaitu (سد) artinya menutup dan 

 berarti wasilah atau jalan ke tujuan. Dengan demikian, sadd al-dzariah (الذرىعة)

secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan.
13

 Maksudnya yaitu 

menutup jalan yang tujuannya menuju kerusakan. Sesuai dengan tujuan syariat 

                                                             
11 Soenarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 

1971), hlm : 644. 
12 R Subekti, dkk, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 

hlm : 7. 
13

 Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm: 172. 
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menetapkan hukum untuk para mukallaf, agar mencapai kemaslahatan dan 

menjauhkan diri dari kerusakan.
14

 

Konsep pernikahan sebagai jalan untuk memelihara garis keturunan 

(nasab) merupakan perwujudan nyata dari sadd al-dzariah (menutup jalan 

kemudharatan). Kemudharatan yang dimaksud adalah rusaknya jalur nasab, dan 

menutup kemungkinan untuk terjadinya perbuatan zina dengan cara 

melangsungkan pernikahan. 

Fakta menunjukkan bahwa, kadang-kadang tujuan perkawinan baik yang 

terdapat dalam aturan agama maupun aturan negara itu dilanggar. Hal itu 

disebabkan oleh rendahnya ketaatan sebagian orang sehingga mereka 

menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang tidak halal, salah satunya 

adalah perzinahan yang sudah merebak di seluruh kalangan masyarakat mulai dari 

orang dewasa hingga remaja. Terbukti dengan tingginya angka perzinahan di 

Indonesia yang menurut  penelitian
15

 bahwa 63% remaja usia SMP SMA di 33 

propinsi di Indonesia telah berzina. Dari perzinaan tersebut, diantaranya 

menimbulkan fenomena hamil diluar nikah. Perbuatan tersebut hanya 

menimbulkan akibat yang senantiasa merusak kerukunan rumah tangga, merusak 

jalur keturunan seorang anak dan banyak kemudharatan lainnya. Anak diluar 

kawin menjadi fenomena yang terus diperbincangkan oleh para pakar hukum, 

keberadaannya dalam masyarakat pun kerap kali dipergunjingkan. Dimata 

                                                             
14 Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm: 116. 
15 https://www.nahimungkar.org yang diakses pada 23 November 2017. Hasil penelitian tersebut 

dikemukakan oleh Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN) M. Nasri Muadz. 
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masyarakat, anak tersebut dipandang sebagai aib dan orang tua dari anak tersebut 

menutup-nutupi dengan berbagai cara agar tidak diketahui orang banyak. 

Kedudukan hukum anak diluar kawin (zina) merupakan fenomena hukum 

Islam yang telah banyak dibicarakan oleh para pengkaji syari’ah dan pakar hukum 

dari kurun waktu dan tatanan sosial yang berbeda-beda. Diskusi panjang antar 

pakar hukum dalam masalah anak diluar kawin telah terjadi, terutama yang 

menyangkut Kedudukan Hukum nasab, perwalian dan waris. Kedudukan 

keturunan individu dalam perspektif hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam memelihara pranata kekeluargaan. Upaya Syariat dalam 

memelihara garis keturunan seseorang agar tetap benar, salah satunya menjadikan 

langkah pemeliharaan keturunan sebagai bagian dari maqasid al-Syari’ah (tujuan 

primer Hukum Islam). Tujuan primer Hukum Islam adalah memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. 

Tujuan sekunder Hukum Islam adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia 

yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder manusia. Sedangkan tujuan tersier 

Hukum Islam ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup 

manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak dan 

menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.16  

Kedudukan nasab anak diluar kawin berbeda menurut KUH Perdata dan 

KHI. Berdasarkan KUH Perdata kedudukan anak diluar kawin diterangkan dalam 

pasal 272 bab ke-12 tentang kebapak-an dan keturunan anak-anak pada bagian ke-

2 tentang pengesahan anak-anak luar kawin yang berbunyi: “Kecuali anak-anak 

                                                             
16

 Juhaya S Paraja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Piara, 1993), hlm : 152-154. 
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yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang 

diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapaknya dan 

ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah 

mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau apabila 

pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”.
17

 Pasal tersebut 

merupakan dasar hukum yang menyatakan kebolehan anak diluar kawin untuk 

diakui oleh orang tua biologisnya dan mendapatkan nasab kepada ayah 

biologisnya itu. 

Kedudukan nasab anak menurut KHI dijelaskan pada bab-14 tentang 

pemeliharaan anak pasal 100 yang berbunyi: “anak yang lahir diluar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
18

 Pasal 

tersebut merupakan dasar hukum yang menjadikan nasab anak diluar kawin 

mengambil garis ke ibunya dan keluarga ibunya walaupun ayah biologisnya 

diketahui. 

Sebagai seorang muslim, sudah pasti kita wajib menjalankan hukum Islam 

secara benar mengenai masalah nasab anak di luar kawin ini. Namun pada 

kenyataannya tidak semua orang tua muslim yang terlanjur memiliki anak diluar 

kawin menasabkan kepada ibunya, ada sebagian yang menasabkan kepada 

ayahnya dengan pasal 272 KUH Perdata tersebut sebagai dasar hukum. Hal itu 

diperparah dengan munculnya putusan Mahkamah Agung nomor 46/PUU-VIII-

2010. Dalam putusan tersebut, kini kedudukan anak yang dilahirkan dari 

                                                             
17 R Subekti, dkk, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994),  

hlm : 57. 
18

 Kompilasi Hukum Islam 
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perkawinan bawah tangan tidak lagi hanya sebatas kepada ibu dan keluarga 

ibunya saja, melainkan apabila dapat dibuktikan secara medis dengan alat-alat 

kedokteran bahwa memang benar anak luar kawin tersebut adalah anak kandung 

dari ayahnya, maka ia berhak untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari 

ayahnya. 

Dibalik perbedaan hukum nasab anak diluar kawin yang dikemukakan 

dalam KUH Perdata dan KHI pasti memiliki tujuan yang baik untuk mengatur 

peradaban manusia. Berdasarkan uraian tersebut, menarik penulis untuk mengkaji 

lebih lanjut nasab anak diluar kawin jika ditinjau dalam kacamata saddu dzari’ah 

dan menjadikannya sebuah pembahasan dalam skripsi berjudul : Tinjauan Konsep 

Sadd al-Dzariah Terhadap Nasab Anak Diluar Kawin (Studi Perbandingan KUH 

Perdata dan Kompilasi Hukum Islam). 

 

B. Rumusan Masalah 

Perkembangan jaman dan makin kompleksnya tatanan kehidupan 

masyarakat masa kini sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan 

nasab anak diluar kawin. Hukum penentuan nasab anak diluar kawin yang ada 

dalam KUH Perdata berbeda dengan yang ditetapkan oleh KHI sehingga perlu 

diadakan pengkajian kembali untuk menentukan hukum manakah yang membawa 

kemaslahatan kepada masyarakat jika ditinjau dari konsep sadd al-dzariah. 
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C. Pertanyaan Penelitian 

Supaya pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, penulis membaginya 

dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu: 

1. Bagaimana hukum nasab anak diluar kawin menurut KUH Perdata? 

2. Bagaimana hukum nasab anak diluar kawin menurut KHI? 

3. Bagaimana tinjauan konsep sadd al-dzariah terhadap nasab anak diluar 

kawin dalam kedua undang-undang tersebut? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hukum nasab anak diluar kawin menurut KUH Perdata. 

2. Mengetahui hukum nasab anak diluar kawin menurut KHI. 

3. Mengetahui hukum nasab yang lebih relevan jika ditinjau dari konsep sadd 

al-dzari’ah. 

 

E. Kerangka Berpikir 

KUH Perdata merupakan hukum peninggalan penjajah Belanda yang 

masih dipergunakan oleh Indonesia sebagai sumber hukum dengan melakukan 

berbagai perbaikan pada bagian yang sudah tidak relevan. Tentu saja 

penghilangan maupun perbaikan pada pasal-pasal tertentu masih bisa berdampak 
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tidak baik bagi kehidupan sosial masyarakat terutama bagi mereka yang memeluk 

Agama Islam. Hal ini bisa dirasakan dengan kental ketika memberikan atau 

menetapkan nasab anak hasil hubungan diluar nikah. 

Anak diluar kawin ada dikarenakan dalam pasal 53 KHI tentang 

pernikahan wanita hamil zina yang melegalkan hal tersebut, sehingga apabila 

seseorang melakukan perbuatan zina yang membuat pasangan berzinanya hamil 

diluar nikah mereka berpeluang untuk dapat menikah. Pernikahan tersebut selain 

bertujuan untuk menutupi aib keduanya juga untuk menjamin nasib si anak yang 

sudah berada di dalam kandungan. Pembolehan menikahi wanita hamil hasil zina 

yang tuangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini mengambil dari Syafi’iyah 

yang mengatakan wanita yang sedang hamil hasil zina boleh dikawini tanpa harus 

menunggu kelahiran anaknya atau bayi yang di kandungnya.
19

 

Dalam al-Qur’an surah al-Nur : 3 Allah SWT telah berfirman:  

ٍُشِشِمَتً  وَاىضٖاِّ ًِ ىَا ٌَِْنٔحُ أىّا صَاٍَِّتً اَوِ  ُٕا صَىّا أهَحُنِْٔا ٌَىَ تٍَُاَىضٖاِّ ى يَعَ لَىٔرَ ًَشِّحُوَ كْشِشٍُِ وِاَ ا
ٍَُٔاىْ  ٍَِِِْؤ

 “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, 

atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah 

kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian 

itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” 

                                                             
19 Syarufudin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (2009), hlm : 132. Dalam Skripsi 

Anggi Lukman Taufik, Analisis Hukum Islam atas Pasal 53 KHI tentang Pernikahan Wanita 

Hamil Zina, (Universitas Islam Negeri Bandung, 2016), hlm : 2. 
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Setelah anak tersebut lahir, orangtuanya wajib untuk memenuhi hak-hak si 

anak seperti memberikan nama yang baik, menafkahi, dan sebagainya termasuk 

nasabnya. Sebagai orang yang memeluk Agama Islam, sudah seharusnya kita 

(orang yang bersangkutan itu) menasabkan anak tersebut kepada ibunya. Sesuai 

dengan Hukum Islam yang sudah dilegalkan dalam KHI maka anak tersebut 

dinasabkan kepada ibunya. Hubungan nasab ini berakibat bahwa anak tersebut 

tidak dapat menerima waris dari ayah biologisnya kelak dan hilang hak perwalian 

dari ayahnya. 

 Keadaan yang terjadi di masyarakat masih ada yang menasabkan anak itu 

kepada ayahnya dengan dalih rasa kasihan dan sebagainya. Hal ini juga 

dibenarkan oleh KUH Perdata pasal 280 “Dengan pengakuan yang dilakukan 

terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan 

bapak atau ibunya”.
20

 Anehnya walaupun orangtua tersebut beragama Islam tetapi 

masih juga tidak mengikuti hukum yang telah ditetapkan oleh Agama ini. Pasal 

tersebut juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 46/PUU-VIII-

2010 dimana dalam putusan tersebut, kini kedudukan anak yang dilahirkan dari 

perkawinan bawah tangan tidak lagi hanya sebatas kepada ibu dan keluarga 

ibunya saja, melainkan apabila dapat dibuktikan secara medis dengan alat-alat 

kedokteran bahwa memang benar anak luar kawin tersebut adalah anak kandung 

                                                             
20 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 

1994), hlm : 59. 
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dari ayahnya, maka ia berhak untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari 

ayahnya.
21

 

 Uraian tersebut terlihat jelas perbedaan yang mencolok antara kedua 

undang-undang itu dan perlu adanya kajian yang mendalam untuk mengetahui 

persamaan, perbedaan, serta mencari titik yang melandasi perbedaan tersebut. 

Pembahasan mengenai kedua hukum tersebut dilakukan dengan memperhatikan 

rambu-rambu saddu dzariah sebagai salah satu ushul fiqh sehingga mengetahui 

hukum mana yang dapat menutup jalan kemudharatan seperti yang digambarkan 

dalam bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Noor Arini Haq dan Rosikhoh Umdatul Ulya, Analisis Mengenai Nasab dan Hak Waris Anak 

Hasil Perkawinan Bawah Tangan (Anak Luar Kawin) Menurut Hukum Islam, (Universitas Sebelas 

Maret), hlm : 2-3. 

HUKUM NASAB ANAK DILUAR KAWIN 

KHI 

Anak yang lahir diluar nikah 

hanya mempunyai hubungan 

nasab dengan ibunya dan 

keluarga ibunya. 

KUH PERDATA 

Anak luar nikah dapat disahkan 

apabila orangtuanya mengakui 

anak itu menurut ketentuan 

undang-undang atau dilakukan 

dalam akta perkawinan sendiri. 

TINJAUAN NASAB ANAK LUAR NIKAH 

DALAM KONSEP SADD AL-DZARIAH 

KETENTUAN MENGENAI NASAB ANAK DILUAR NIKAH 

YANG LEBIH RELEVAN DENGAN NILAI-NILAI YANG HIDUP 

DI MASYARAKAT 
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F. Studi Kepustakaan 

Sebelum melakukan penelitian ini penulis telah melakukan studi atas 

penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dari hasil kajian tersebut 

penulis menemukan beberapa hasil penelitian diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widi Heryanti dengan judul 

“Kewarisan Anak diluar kawin Menurut Putusan MK Nomor 46 Tahun 

2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012” dengan hasil 

penelitian
22

:  

a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang 

pengujian pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan status anak diluar kawin tidak hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibunya, melainkan juga memiliki 

hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan 

dengan alat teknologi dan ilmu pengetahuan dan atau alat bukti lain 

yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Hal ini tentu 

berimbas kepada hak waris anak tersebut, anak diluar kawin akan 

mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya. 

b. Dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak 

zina dan perlakuan terhadapnya menyatakan anak yang dilahirkan 

diluar nikah memiliki hubungan nasab, nafkah dan waris dengan 

ibunya dan keluarga ibunya. 

                                                             
22 Widi Heryanti, Kewarisan Anak Diluar Nikah Menurut Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 dan 

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, (Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2016), hlm : 72-73. 
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c. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak zina dan 

perlakuan terhadapnya lahir atas respon terhadap putusan MK No. 

46 Tahun 2010 tentang status anak diluar kawin, selain itu banyak 

pula pertanyaan yang muncul dari masyarakat mengenai hak-hak 

anak diluar kawin. MUI menilai putusan MK melampaui batas 

karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum 

Islam. Baik putusan MK maupun fatwa MUI sama-sama 

memberikan perlindungan bagi anak yang diluar nikah. Bedanya, 

MK mengeluarkn putusan tersebut berdasarkan pasal-pasal dalam 

UUD 1945, sedangkan dalam fatwa MUI berdasarkan al-Quran 

dan Hadits serta pendapat para ulama dan juga kaidah-kaidah 

dalam Hukum Islam. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmulya dengan judul “Relevansi 

Pemikiran Abu Hanifah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak yang Lahir 

Diluar Nikah” dengan hasil penelitian sebagai berikut
23

: 

a. Status hukum keperdataan anak luar nikah menurut Imam Abu 

Hanifah, bahwa anak yang dihasilkan dari perzinahan itu bisa 

intisab kepada ayah biologisnya. Pendatat tersebut diusung oleh 

Imam Hanafi berdasarkan logika bahwa hakikat anak itu adalah 

dari sperma ayah biologisnya. Yang menumpahkan “air” berarti 

dia yang bertanggung jawab. 

                                                             
23  Nurmulya, Relevansi Pemikiran Imam Abu Hanifah Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak yang Lahir Diluar Nikah, 

(Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), hlm : 94. 
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b. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 

yang menetapkan bahwa diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) 

sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris 

dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan 

dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan 

biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu 

pengetahuan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fariz Ihsanuddin dengan judul 

“Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 

1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)” dengan 

hasil penelitian sebagai berikut
24

: 

a. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan 

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah berdasarkan pasal 42, sedangkan pasal 

43 ayat (1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Ayat (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan 

diatur dalam peraturan pemerintah. Pada pasal 44 ayat (1) seorang 

suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, 

bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan 

anak itu akibat daripada perzinaantersebut. Ayat (2) pengadilan 

                                                             
24 Ahmad Fariz Ihsanuddin, Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 

1974 (Analisis Putusan MK tentang Status Anak Luar Nikah), (Jakarta : Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm : 71-72. 
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memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan 

pihak yang berkepentingan. 

b. Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari 

hasil luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan 

ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No.46/PUU-

VIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi 

dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika 

mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c. Dalam terkait status anak luar nikah menurut fiqh dalam hal ini 

sangat terkait dengan hukum menikah wanita hamil. Madzhab 

Syafii menyatakan sah-sah saja dilakukan dengan pasangan zina 

sang perempuan tapi makruh hukumnya untuk berhubungan intim 

sampai perempuan itu melahirkan. Madzhab Hanafi menyebutkan 

sah akad nikahnya, namun haram berhuungan intim sampai dengan 

melahirkan dan melewati masa nifas. Sedangkan Hanbali dan 

Maliki serta Ulama Madinah menyatakan dengan tegas haram 

menikahkan pasangan tersebut dan menunggu sampai melahirkan. 

Terkait dengan kedudukan anak luar nikah, perspektif fiqh dan 

menjelma menjadi kesepakatan dalam Hukum Islam bahwa anak 

diluar kawin tidak dianggap sebagai anak sah karena itu berakibat 

hukum : tidak adanya hubungan nasab kepada laki-laki yang 
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mencampuri ibunya secara tidak sah, secara yuridis formal ayah 

tidak wajib menafkahkan meski secara biologis dan geneologis., 

tidak saling mewarisi, tidak dapat menjadi wali bagi anak luar 

nikah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif dengan judul penelitian 

“Status Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Studi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) dengan kesimpulan
25

: 

a. Substansi hukum yang berubah dengan adanya putusan MK Nomor 

46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012 tersebut adalah adanya 

penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuanya, 

yakni jika semula ia hanya memiliki hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya, maka sekarang juga mempunyai 

hubungan perdata dengan ayahnya dan kelurga ayahnya, tanpa 

mempersoalkan pernikahan orang tuanya, sesuai realitas yang ada. 

b. Pengubahan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut bertujuan untuk: (1) 

memberi perlindungan hukum bagi setiap anak yang dilahirkan 

agar ia memperoleh hak-haknya sebagai anak terhadap orang 

tuanya (ayah dan ibunya); (2) menetapkan adanya kewajiban 

hukum atas setiap laki-laki (ayah) bertanggung jawab atas anak 

yang terbukti mempunyai hubungan darah dengannya. 

c. Perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut memunculkan adanya 

hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan 

                                                             
25 Abdul Latif, Status Anak yang Lahir Diluar Nikah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010), (Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013), hlm : 66-67. 
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ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, 

mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan. 

d. Perubahan ini membawa implikasi adanya perlindungan hukum 

secara penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan 

tanggung jawab ayah secara penuh menurut hukum terhadap 

anaknya. Dengan demikian, maka laki-laki tidak lagi sembarangan 

saja melakukan hubungan badan dengan perempuan karena ia juga 

harus memikul beban akibat yang ditimbulkannya, termasuk 

lahirnya anak. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode deskriptif 

analitik deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa , kejadian yang terjadi saat sekarang. Kaitannya 

dengan objek yang dikaji, maka penulis mendeskripsikan serta 

menganalisa pasal-pasal yang berkaitan dengan nasab anak diluar 

kawin dalam KHI dan dalam KUH Perdata. Sedangkan pendekatan 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatik, yuridis, 

dan komparatif. 

2. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data tentang ketentuan nasab anak diluar kawin dalam KUHP. 
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b. Data tentang ketentuan nasab anak diluar kawin dalam KHI. 

c. Data pendukung. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan adalah segala macam buku 

maupun artikel yang ada kaitannya dengan nasab anak diluar 

kawin. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

dengan metode library research atau kepustakaan, yaitu dengan 

mencari berbagai macam literatur yang ada kaitannya dengan nasab 

anak diluar kawin. 

 


